
S.rLIl,iAr,l

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
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TEXTiHC
SUSUNAI.I ORGAI{ISAS] DA}I TATA KERJA

PEHEH]NTAH DESA

DEilGA.I{ RAH!,'A? TUHAH YANG MAHA ESA

BL'PATI HEDIRI

r a.bahwa untuk kelancaran penyelgnggaraan pGme_
rintahan D6sa socara efektif dan efieien serta
untuk melaksanakaa ketentuan pasal 95 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 t€ntang
Pem€rintahan Daerah dan pasai 31 Kaputusan
}{enteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999
tentang pedoman Umum pengaiuran Mengenai DeBa,
maka dipandang perlu m€r.gatur tentang Susunan
organisasi dan Tata I(erja pemerintah Desa ;b. bahwa b€rdasarkan psrtimbangan sebagaimana di_
maksud dalam huruf a,. perlu memt,entuk peratur_
an Daerah tentang gusuflan brganisasi dan
Tata Kerja penerintah De_qa.

: 1. Undang-undang Nr-rmo! 12 Tahun 195C tentaBg p€rn_
b€ntukan DaBrah-daerah Kabupaten dalam Ling_
kungan propinsi Jar+ra Ti.mur ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Penerintahan Da€rah (Lembaran Nsgara R€publik
IBdonesia ?ahun 1999 l{omor 60, Tambahan r,Embar
an t{egara.Republik Indoneeia Nomor 3g39);

i4en imbang

l'{engi ngat



,)

Peraturan Pem€rintah !{omor 25 Tahun 2000

tentalg Keuenarrgan PeneriEtah dan i(ewenangas

Propin8i sebagai Daerah otonom ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia llomL-1r 44

Tahun 1999 tentang Tekois Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undaBg, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Bancangan K€putu8an PreEiden ;

Peraturan Menterl Dalam Negeri !{omor 4 Tahun
1999 tentarlg Pencabutan beberapa Peraturan
Menteri Dalam €g€ri, Keputusan Msnteri Dalam

Negeri dan Instruksi Menteri Da1am Negeri.
mengeoai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5

?ahuri 1979 tentang PemerintahaB Desa ;

Neputusar M6nteri Dalam Neg€ri Nomor 63 Tahua
1999 tentang Petunjuk PelaksaEaan dan penjie-
Euaian PeriEtiLahan daLam penyel€nggaraaB
Penerj,ntahan Dega dan Kelurahan ;

Keputusan Hent€ri Oalam NBgeri Nomor 54 Tairun
1999 tentang Pedo$an Umum Pengaturan Mengenai
D6sa,

Dengan persetuj uan
PERWAKITAI{ RAKYAT DAERAH KABUPATEil KEDINI,

MEMLITLISXAN :

PERAIURAN DAERAH KABLIPATEN KEDIRI TEXTANG SUSUNAN

OBGANISAS] DA}I TATA XERJA PSUEBIT{TAII DESA.

BAB I
KETEiITUAN UMUI'I

Pasal 1

DaIaE Peraturaa Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Habupaten l(ediri ;

b. P€Berintah Daerah, adalah Iiepal-a Daerah beser-
ta Perirlgkat naerah Otr--rnoitl yang 1ai.n sebagai
Badar: Ekseku'L: j Daerah i

Kepala Daerah, adalah Bupati Xediri ;

Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat Daerah ;

3.

4.

E

!l6n€t apkan

6.

c.
d.

I
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e. Camat, adalah Kepala Necamatan ;
f. Desa, adalah kesatuan magyarakat hukum yang

memiliki kewenangran untuk msngatur dan mengu_
rus kepentiBgan masyarakat set€mpat berdasar_
kan asal-usu1 dan adat istiadat setsmpat yang
diakui dalam sistem pemerintahan !{asional dan
berada di Daerah ;

g. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa yans
merupakan lingkungan kerja pelaksarraan peme_
rintahan Dssa ;

h, Peiaerintab Desa, adalah Kepa1a Desa dan
Perangkat Desa ;

i, Pemerintahan Deea, adalah kegiatan pemerintah_
an yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan
Badan P€rHak:-lan Desai

j. Badan Pe rakrlan Desa yang selanjutnya disebut
BPD, adalah Badan perwakilan yang t€rdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yaRg ada di Desa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan
aspiraei masyarakat, serta meLakukan p€ngawas-
an tsrhadap penyelenggaraan pemerintah Desa;

k. Xepala D6sa, adalah Kepala Desa yang bersang-
kutan di Daerah ;

1.. PeraRgkat D6sa, adalah Sekretariat Desa,
Pelakeana Teknis dan Kepala Dusun i

m. P€raturali- Desa adalah kebijakan Feny€I€ngga-
raan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh
Kepal,a nesa setel,ah fitendapat persetujuan dari
BPD.

BAB
SUSU$AI{ OBGANISAS]

1,.^.1

II
PEMERINTAH DESA

2

SusunaE organisasi Pemer j,ntah Desa ditetapkan
ol-eh fiepala Desa sst.6lah msndapat persetujuan
dari BPD;

Perentuan susunan organisasi pernerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
oleh Kepala D€sa kepada Kepala Daerah dengan
tembusan Camat,
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Pasal

Penerintah Desa terdiri dari N€pala Desa dan
Perangkat Desa ;
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :

a. Sekretariat Desa ;

b, Pelahsana teknis ;

c, Kepala Dusun.
sekretariat Desa sebagaimana dimak-eud pada

ayat i2) huruf a t€rdiri dari Sekretaris D6sa

darr Kepala-I(epala urusan ;

Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , tercantum
dalam tampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III
NEDUDUKAN, TUGAS DAT,I KEWA",TIBAN

EERTA FLINGSl PEMERINTAH DESA

tsagian Pertama
KepaLa D6sa

Pasal 4

(1) Kepala Desa memimpin p€Ry€lenggaraan peme-

rintah Desa yang berkedudukan eejajar d€ngan

BPD ;
(2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah ;

a. Memimpin p€nyelenggaraan Pemerintah Desa ;

b. Membina kehidupan masyarakat Deaa i
c. l"leBbina perekonomian Desa ;
d. I"lemef ihara k€tentraman dan ketertiban

masyaralia'L Desa ;
e, l.tendamaika:i perselisihan maayarakat di

Dc e.a :

f . Har,:aki]i. Desanya di dalam dan di luar
IlenEaditan darr dapai menunjuk kuasa hukum-

L!te i

g. t'ie::gajukan rancangan Peraturan DeEa dan

maEetaplianni'a set'ag.li' Parat'ur:an DeEa

bersama d€ngan BPD ;
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h. I'{en j aga kelestarian

hidup dan berlcembang

kutan.

adat istiadat Yang

di Desa yang bersang-

11i

{5)

Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (2i h-Jruf a, termasuk juga pelaksanaan

pesdataan penduduk untuk kepentingan !{asional
i.an melaporkaRnya }repada PemeriRtah melalui
(spala Daerah dengan tembusan Camat ;

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban geba-

gairnana Cimaksud pada ayat (2), huruf e,
Kepala Desa dapat di.banti-i oleh Lembaga Adat
DeSa;
S6gaia persei.isiiian yang telah didamaikan
ol€h Kepaia Desa aebagainana dimaksud pada

ayat (2) huruf e bersifat mengikat pihak-
pihak yang berselisih.

Pas a l-

Dalam ha1 i(epala D€sa berhalangan maka

pejabat yang beihak mei,rakili adalah PeraBgkat Desa

dari unsur staf yaj.tu sekretaris Desa,

Untuk me.Laksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ay at 12), Kepala Desa mempunyai

fungsi :

a, Melaksa:r.akar kegiatan dalam rangka p€ny€leng-
garaan urusa!-! rumer! taBgga Dasanya sendiri ;

b. MenggerakkaE partrsipasi masyarakat dalam
ui l,at'.+l: la q;r nvr

c. !4elaksanekan tugas dala'!1 rangka pembinaan,

keterrtraman dan ketertibarr :nasyarakat Desa.

Bag ia:l {edua
Perangkat Desa

-!'dSd-i !

(1) sekretarj,s Sesa herliedudukan sel,agai unsur
staf per.h-'anii Ilepala !+sa dan ri€E1inp1r gekre-
iet i Ai a!'!1r
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(2) Sekretarig Desa sebaEainana dinaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas meDialankan adninle-
trasi Pernerj.ntahan, pembangunan, kemasyaraka-

tan s€rta memberikan pelayanan adninistratif
kepada KepaLa DeBa i

(3) Untuk melaksanakaE tugas s€bagainana disaksud
pada ayat { ? ) sekretaris Desa mempunyai

fungsi :

- mefaksanakaE urusan surat menYurat, ke-
argipan dan laporan ;

- melakganakan urusan keuangan i
- melaksaDakan administrasi penerintahan '

pembangunan dan kemagYarakatan ;

:- melaksanakan tuga8 daa fungsi Nepala DaBa

apabj.la Kepala dega b€rhalangan melakukan

tugasnya .

Pagal B

(1) Kepala Urusa!:r berkedudukan gebagai unEuE ataf
pembantu Sekretaris Desa dafam bidans tuga6-
uI '] r

( 2 ) Kepal-a Urusan sebagaimana dimak8ud pada ayat
(1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan

'a sekretariat Desa dalam bidang tugasnya ;

(3) Untuh r.relahsanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (?) KepaLa urusan mempunyai fungei
rnelaksanakan kegiatan*kegiatan administrasi
dan melaksanahan pelayanan adminietrasi
kepada Kepala Desa ;

Pasal 9

(1) Petaksana Teknis berkedudultan sebagai unsur
p€mbantu fepala DeEa dalam penyelsDggaraaD.

pemerintahan DeBa ;

-/
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(?) Felaksana Teknis sebagi:.imana dimaksud pada

s-y.?t { 1} mernpunyai tuEas ne laksanakan
kegiatan-kegiataa teknis sesuai dengan

(3) Untuk melahsanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pelaksana Teknis mempunyai
fungsi menjalankan kegiatan sesuai dengan

. bidangnya dan melaksan$kan kegiatan lain yang
diberikan Kepala Desa.

Fas.il 10

(1) Keprrla nrlsufi berkerludukan sebagai Unsur
Pembantu Hepala Desa riiwi iayah ker j.enya ;

(2) Kepala Dusun sebilgaimana dimaksud pada ayat
( 1) mempEn)'ai tugas menjalankan kegiatan
kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

i3) Untuk melahsanakan iugas sebagaimena dirnahsud
pada ayat (2) iiepala Iusun mefipunyai fungsi :

- me laksanaktrn kegiatan pemerintahan, pem-

banguni-.r .1=n kernasi:aral:atan Ferie ketentram
a ,iarr i:eterr it,an di vi layah ker j.rnya i

- melaksanahan kebijakan Kepala Desa ;

- melaksanakan tugas-iEgas iain yang diberi-
kan I(epala l=sa di .,.r i i:;.:rh ker janlra.

T.4T3 HEF.JA PE}{EF.I }{?AH IE.qA

Fesal 11

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas tlan ke-
waj ibennya bertanggungjawab kepada rakyat
melalui BPD ;

(2) Set-retaris Desa dalam *elaks:.cakzrn tugas
dan kewaj ibannya b+rtanggrng j ==*.ab l;epada
Kepale. Desa ;



(3) Kepala Urusan daiaril EeLa.ksanakaB tugas dan

kewa j ibar:::t'a bertangguBg j awab kepada Sekreta-
ris ltesa ;

(4) Pelaksana Teknis daiam m€laksaBakan tugas
dan kel+a j ibaEnya be r t anggung j asab kepada
Xepal.a D=sa ;

( 5 ) Kepala Dusurl dalam melakganakan tugas dan
kewajibannya bertaRgglingjawab Eepada NepaIa
Desa;

Pasal Lz

Llraian iugas masing-masing Perangkat D6sa
sebagaimana dimakgud dalam pasal 3 ayat (2) dan
{3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB 1,I

KETE!{TUAN LAI i.i-i,F,i Ii

rds4.L i.-]

Hal-nai yang belum ,3j,aiur dal-ar:i Peraturan
Daerah irr:. seEanjang mengenai peiakEanaatnya
d]-atur lebih 1ar:ju'r- r-r1eh iicpa,ia Daerah.

b !1- E ',,-

Y1---: a l

P+ratur11n Daerah i::i :rai::. berLaku
tanggaL di.un'3.angkae,

pada
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Agar setlap oraEg dapat mengeiahuinya,
memerintahkan penguadangan Psraturan Daerah ini
dengan po4empatannya dalan tembaran Da€rah Kabu-
pater Kediri.

Disahkan di- I(ediri
pada tanssal 2? Mei 2000

if'!.f.tt I i ra. ! l-r -L F- -L

SEKRETAEJ-q }AERAH

?TD

IT, H. ]}!fuY SANTOSA

LEI.IBARAN DACLAH RAEL'PATEH HEDIF.I

TAHUN 2OOO NOMOR TLiD SERI }

TTD

H. SUPARYADI , S.IP,MM.

Disalin sesual dengan aslinya
./tnd Me? ,1im'n i ^e1 i hrr

A . ll . 5L,.ir.-1 ! \E!,-! it -L

Pembina T]-ngka: I
!{ r P. 510 053 349

Diundangkan
pada tanggal

di Xedi.r i
27 l,lei 2000
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PETJETASAI{

ATAS

PEBATUBAN DAERAH XABUPATEN KED]BI

HO}IOB 6 TAHUN 2OOO

TEI{TAl'lG

SUSUHAN ORGAI{ISASI DAIT TATA KEBJA

PEI.{ERII{TAH DESA

I . PET{JETASAN U!-{U}t.

Bahwa berdasalkan U$dang-undaBg Nomor 22 Tahun 1999

tentang P€neriBtahan Daerahdan NaputusaR !'renteri Dala$
l{egeri Nomor 64 Tahun 1-o99 tentang Pedoman Umum Pengaturan
uengenai Desa, maka perlu melgatur ke tentuan-ketsntuan
t€ntang susuBaE organisasi dan tata kerja Penarintah Desa
yang ditBtapkan dalam Peraturan Daerah.

iI. PENJETASAT{ PASAL- DEi,iI Ti.SAL :

Pasal L dan 2

Paeal 3 ayat {1)
ayat (2) huruf

huruf

huruf c

ayat (3)

Pasal 4

a rla f I d'\

samFai ds:lgan

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup j e]as
PelaksaBa teknis adalah P€-
laksa$a di lapangan yang
jumlah dan pe nyebut annya
disesuaikan dengan kondisi
Desa masinq-masing.
Cukup jelae

Kepala Urusan terdiri dari
Kepala Urusan Pem6rintahan,
Kepala Urusan Pe$bangunan,
KepaLa Llrusan Umum, KsPala
Urusan l(euanEan dan KePala
Urusan Kesejahteraan.
Jumlah Kepala Urusan gesuai
dsBgan kebutuhan Desa.
Cukufi jefas
Culrup jglagt4i
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LAI4FIEAi{ ; PERATLIRA!{

HO!{OF,

TAI{GGAL

EAGAH rqUSLlNAli CRGANISASI PEHERIilIAH DESA

}AERAH H}.BLIPATEI{ KEDIB.I

i 6 TAHUI{ 2000

; 27 1{e1 2000

DUEU!{

Disalin sesuai de ngan aslinya
Yang ilengalobi'l Salinan

BLIPAT] ITEDIRI

TTD

H. SUPARYADI , S.IP,MU.

BUPTI,TI KEDIRI

KEPALA DESA

URUSAN


